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Abstrak : 

-​ Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 

Fasilitasi Pengaduan Masyarakat yang sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan 

kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Standar Pelayanan 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara. 

-​ Dasar hukum dari keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 

2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik 

Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan 



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 

Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum. 

-​ Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum pada Lampiran 

Keputusan ini.  

Catatan : 

-​ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Februari 2025. 

-​ Lamp. : 7 hlm. 

  


